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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas rahmatnya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dapat tersusun 

tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut dari 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu 

Kabupaten Buleleng Tahun 2021 menggambarkan sejumlah capaian 

kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021. Berbagai upaya telah ditempuh 

untuk mewujudkan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur 

dan Adil dengan memaksimalkan pencegahan daripada penindakan. 

Permasalahan dan kendala yang dihadap akan menjadi rencana tindak 

lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 

akan dapat diperoleh manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dari 

Bawaslu Kabupaten Buleleng. Masukan dan saran perbaikan yang 

bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di 

masa yang akan datang.

Buleleng, 31 Januari 2022

PUTU SUGI01RDANA, SH., MH.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Bali. 

Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365, 88 Km2 atau 24,25% dari 

luas Provinsi Bali, dengan panjang pantai ±157 Km. Secara administrasi 

Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan, 

dan 169 Desa Adat. Letak Kabupaten Buleleng secara geografis berada 

pada posisi 8o, 03’ 40” -  8o, 23’ 00” lintang selatan dan 114o, 25’ 55” -  

115o 27’ 28” bujur timur, dengan batas-batas di sebelah barat Kabupaten 

Jembrana, di sebelah selatan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, 

dan Kabupaten Bangli serta di bagian timur berbatasan dengan 

Kabupaten Karangasem, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan 

laut Jawa dan Bali.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buleleng 

adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan 

bebas dari berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas 

dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bawaslu 

Kabupaten Buleleng diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

Undang-Undang.

Bawaslu Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan 

untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 15 Agustus 

2018, Bawaslu Kabupaten Buleleng sudah menjadi badan yang permanen 

disertai dengan dilantiknya pimpinan Bawaslu Kabupaten Buleleng 

pertama, dimana sebelumnya pengawas Pemilu di tingkat 

Kabupaten/Kota masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 
Kabupaten/Kota yang bersifat ad hoc. Pelaksanaan program dan kegiatan 

Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja 

dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 

serta Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 

0339/HK.01.00/SJ/06/2021, Bawaslu sebagai lembaga yang

menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan 

kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, 

akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban 

Bawaslu atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik. LAKIP ini memberikan penjelasan
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pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng selama tahun anggaran 

2021.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu 

Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, adapun Kedudukan, Tugas, Wewenang, 

dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut:
1.2.1 Kedudukan Bawaslu Kabupaten Buleleng

Bawaslu Kabupaten Buleleng berkedudukan di ibu kota 

Kabupaten.

1.2.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten 
Buleleng
1.2.2.1 Tugas

Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 

101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten 

Buleleng bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah 

Kabupaten/Kota terhadap :

1. pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 

di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih 
sementara dan daftar pemilih tetap;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata 

cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

3. penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara 

hasil Pemilu;
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7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di 

wilayah kerjanya;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan 

suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat 

TPS sampai ke PPK;

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara 

ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan

11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD 

Kabupaten/Kota;

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah 

Kabupaten/Kota;

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini;

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah 

Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa 

Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota; dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran 

netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam 
Undang-Undang ini;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
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arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan;
g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan 

Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota; dan;

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Dalam menangani pelanggaran maupun sengketa 

Pemilu, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 102 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan 

bahwa:

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan 

pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu 

Kabupaten/Kota bertugas :

a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran 

Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, 

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 

di wilayah Kabupaten/Kota;

c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan 

pemerintah daerah terkait; dan

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 
Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu 

Kabupaten/Kota bertugas:
a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah 

Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu 

Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik
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penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan Tindak Pidana 

Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran 

Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di 

wilayah Kabupaten/Kota;

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran 

administrasi Pemilu; dan

e. merekomendasikan tindaklanjut pengawasan atas 

pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada 

Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu

Kabupaten/Kota bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses 

Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

b. memverifikasi secara formal dan material permohonan 

sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di 

wilayah Kabupaten/Kota;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di 

wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum 

menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di 
wilayah Kabupaten/Kota.

1.2.2.2 Wewenang
Dalam menjalankan kewenangan sebagai Pengawas 

Pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa 

Bawaslu Kabupaten Buleleng berwenang:
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a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan 

dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

Pemilu;

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan 

dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam 

Undang-Undang ini;

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 

Kabupaten/Kota;

d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan 

mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota 

terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta 

dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini;

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban 

Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan 

Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan 

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak 

terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan 

pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah 
Kabupaten/Kota;

g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta 

memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan 

memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
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1.2.2.3 Kewajiban
Selain tugas dan wewenang, tentunya ada kewajiban

yang harus dijalankan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal

104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten

Buleleng berkewajiban:

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di 

bawahnya;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu 

Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik 

dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu 

Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan 

terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat 

Kabupaten/Kota;

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih 

secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi
1.3.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Buleleng

Bawaslu Kabupaten Buleleng belum memiliki struktur organisasi 
sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, karena 

belum adanya Subbagian Administrasi, Subbagian Pengawasan 

Pemilu dan Hubungan Masyarakat, Subbagian Penanganan 

Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.
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f s2 BAWASLU
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S TR U KTU R O R G A N IS A S I  
BAW AS LU K A B U P A T EN  B U L E L E N G

P L E N O

B E R S A M A  RAKYAT AWASI P E M I L U ,  B E R S A M A  BAWAS LU T E G A K K A N  K E A D I L A N  P E M IL U

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan, pada Bawaslu Kabupaten Buleleng terdiri dari :
A. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng

Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng berjumlah 5 (lima) orang 

terdiri atas Ketua merangkap Anggota serta 4 (empat) orang anggota 

lainnya. Pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng melalui Rapat 

Pleno yang dilakukan oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten 

Buleleng. Masa keanggotaan Bawaslu Kabupaten Buleleng adalah 5 

(lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan 

Bawaslu Kabupaten Buleleng. Selain itu, setiap Anggota Bawaslu 

Kabupaten Buleleng membawahi Koordinator Divisi yaitu 1) Divisi SDM 

dan Organisasi, 2) Divisi Penanganan Pelanggaran, 3) Divisi 

Penyelesaian Sengketa, 4) Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar 

Lembaga, 5) Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi.
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Putu Sugi Ardana, SH., MH
o Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng

ds *
I Kadek Carna Wirata, SH.
o Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng 

o Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

I Wayan Sudira, SH.
o Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng 
o Koordinator Divisi Hukum, Hubungan 

Masyarakat dan Data Informasi

Tri Prasetya, S.Pd.l., M.Pd.l
o Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng 

o Koordinator Divisi Pengawasan dan 

Hubungan Antar Lembaga

Ni Nyoman Trisna Widyastini, S.E
o Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng 

o Koordinator Divisi Organisasi dan SDM

B. Koordinator Sekretariat
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis 

operasional kepada Bawaslu Kabupaten Buleleng serta koordinasi 

dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
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Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos., MM.
o Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten 

Buleleng

1.3.2 Aspek Strategis Organisasi
Bawaslu Kabupaten Buleleng memiliki beberapa aspek strategis 

yang meliputi :
a. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan 

kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang 

demokratis.

b. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik 
transisi maupun konsolidasi.

c. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi 

menjadi aktor-aktor pengendali Pemilu.

d. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya 

politik yang kuat.

1.4 Potensi Permasalahan
Bawaslu Kabupaten Buleleng mengidentifikasi potensi dan 

permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis 

terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Buleleng. Berikut ini 

identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh pada 

Bawaslu Kabupaten Buleleng.

1.4.1 Kekuatan dan Kelemahan
1.4.1.1 Atas semua persoalan yang disebutkan 

sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Buleleng memiliki 
kekuatan penting yang dapat dijadikan
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pertimbangan dalam menghadapi persoalan- 
persoalan tersebut

a. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam 

pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk 

pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik 

berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan 

jabatan, keberpihakan penyelenggara Pemilu, dan mobilisasi 

politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming 

(bujukan), jabatan, barang, dan uang (money politic);

b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki 

kapasitas dan kapabilitas;

c. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;

d. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam 

mengawasi Pemilu secara partisipatif;

e. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam 

proses awal penegakan hukum Pemilu;

f. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari 

negara;

g. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan 

Pemilu sebelumnya; dan

h. Kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan 

pengawasan Pemilu.

1.4.1.2 Disamping beberapa potensi kekuatan yang 

dimiliki, Bawaslu Kabupaten Buleleng juga memiliki 
sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan 

dan penegakan hukum Pemilu khususnya 

pelanggaran Pemilu
a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada 

perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih 

bersifat konvensional;
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b. Regulasi teknis pengawasan Pilkada serentak yang masih 

perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
c. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 

Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad hoc), sehingga 

terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan 

penanganan pelanggaran Pemilu yang mesti cepat 

diimbangi;

d. Masih kurangnya dukungan sarana, prasarana, dan 

anggaran.

e. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum 

memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 -  2024
Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya 

sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu 

yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Oleh karena itu dalam 

proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, 

kredibel partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk 

itu, disusun, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus 

dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat 

substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.2 Visi dan Misi Bawaslu
Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi 

Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu "Menjadi Lembaga 

Pengawas Pemilu Yang Terpercaya”. Adapun misi Bawaslu yaitu sebagai 

berikut :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang 

inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian 

sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan 

terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja 

pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu 

terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta 
aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas 

Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan 

berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan 

yang baik dan bersih.
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2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis
Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan

dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi

Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan 

pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan 

Pemilu partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan 

pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan 

hukum yang berkualitas;

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang 

terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara 

professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, 

bersih dan modern.

Selain itu, adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai

pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan 

pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam 

pengawasan Pemilu partisipatif;

2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan 

penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan 

hukum yang berkualitas;

4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, 

transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang 

professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, 

bersih dan modern.
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2.4 Rencana Kinerja Bawaslu Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten 

Buleleng Tahun 2021
Rencana strategis Bawaslu 2020 -  2024 yang memuat program 

pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana 

kegiatan (action plan) tahunan yang pada tahun 2021 merupakan tahun 

pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan 

capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran 

strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2021 

yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan 

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan 

penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan 

perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan 

penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan 

Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan 

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No Indikator Kinerja Kegiatan

1 Indeks Demokrasi Indonesia 

(Aspek Hak-hak Politik Variabel 

Hak memilih dan dipilih Indikator 

Hak memilih dan dipilih terhambat 

serta ketiadaan/kekurangan 

fasilitas sehingga penyandang 

cacat tidak dapat menggunakan 

hak pilih)

Pengawasan Pemilu Partisipatif

Fasilitasi, Koordinasi, dan 
Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota

Evaluasi Pengawasan 

Pemilu/Pemilihan

2 Indeks Demokrasi Indonesia 

(Aspek Lembaga Demokrasi 
Variabel Pemilu yang bebas dan 

adil Indikator Netralitas 

Penyelenggara Pemilu dan

Pembinaan/Pelaksanaan 

Penanganan dan Penindakan 
Pelanggaran

Pembinaan/Pelaksanaan 

Penyelesaian Sengketa
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No Indikator Kinerja Kegiatan

Kekurangan dalam perhitungan 

suara)

Pemilu/Pemilihan

3 Indeks Kepatuhan Dalam 

Penyusunan Produk Hukum

Advokasi Pelanggaran dan Pidana 

Pemilu/Pemilihan

4 Kualifikasi keterbukaan informasi 

publik

Pengelolaan Kehumasan, Peliputan 

dan Dokumentasi

Indeks Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE)

Pengelolaan dan Pelayanan Data 

dan Informasi Publik

5 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran

Pengelolaan BMN (Barang Milik 
Negara)

Pengelolaan Ketatausahaan dan 

Kearsipan

Pengadaan peralatan fasilitas 

perkantoran

Pembinaan SDM Pengawas dan 

Kesekretariatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Pelaksanaan Program

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Gaji dan Tunjangan

Operasional dan Pemeliharaan 

Kantor
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Tabel 2.2
Matriks Realisasi dan Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No Sasaran Indikator Kinerja

Cara

Penghitun

gan

(Rumus

Penghitun

gan

Ketercapai

an)

Realisasi
Tar

get

Capaian
Keterangan Program/Kegiatan Pagu

Realisasi

2020 2021 2020 2021 Rp %

1 Meningkatnya 
ketetapan dan 
kesesuaian kegiatan 
pencegahan dan 
pengawasan pemilu, 
serta peran serta 
masyarakat dalam 
pengawasan pemilu 
partisipatif

Indeks Demokrasi 
Indonesia (Aspek 
Hak-hak Politik 
Variabel Hak 
Memilih dan 
dipilih Indikator 
Hak Memilih dan 
dipilih terhambat 
serta
ketiadaan/kekuran 
gan fasilitas 
sehingga
penyandang cacat 
tidak dapat 
menggunakan

Daftar
Indeks

Demokrasi
Indonesia

n/a 82 Belum
dapat
terukur

Data Indikator tahun 
2020 tidak dapat 
ditampilkan 
dikarenakan beda 
indikator

Meningkatnya 
ketetapan dan 
kesesuaian kegiatan 
pencegahan dan 
pengawasan pemilu, 
serta peran serta 
masyarakat dalam 
pengawasan pemilu 
partisipatif

113.986.
000

98.083.
338

86,05%
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hak pilih)
2 Meningkatnya kualitas Indeks Demokrasi Daftar n/a 75,3 Belum Data Indikator tahun Meningkatnya 8.160.00 6.272.0 76,86%

penindakan Indonesia (Aspek Indeks dapat 2020 tidak dapat kualitas penindakan 0 00
pelanggaran pemilu Lembaga Demokrasi terukur ditampilkan pelanggaran pemilu
dan penyelesaian Demokrasi Indonesia dikarenakan beda danpenyelesaian
sengketa proses Variabel Pemilu 

yang bebas dan 
adil Indikator 
Netralisasi 
Penyelenggara 
Pemilu dan 
Kekurangan 
dalam 
perhitungan 
suara) sehingga 
penyandangan 
cacat tidak dapat 
menggunakan 
hak pilih)

indikator sengketa proses

3 Terwujudnya kajian dan Indeks Kepatuhan Penilaian Baik sed - Data Indikator tahun Terwujudnya kajian 1.700.00 0 0%
produk hukum serta dalam oleh BPHN ang 2020 tidak dapat dan produk hukum 0
layanan bantuan Penyusunan Kemenkum ditampilkan serta layanan
hukum yang berkualitas Produk Hukum ham dikarenakan beda bantuan hukum

indikator yang berkualitas
4 Terwujudnya kajian dan Kualifikasi Hasil Menuj Infor - Data Indikator tahun Terwujudnya kajian 9.210.00 7.216.0 78,35%

produk hukum serta Keterbukaan Penilaian u mati 2020 tidak dapat dan produk hukum 0 00
layanan bantuan Informasi Publik Komisi infrom f ditampilkan serta layanan
hukum yang berkualitas Informasi atif dikarenakan beda bantuan hukum
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Provinsi 
Bali Tahun 
2021

indikator yang berkualitas

Terbangunnya sistem 
teknologi informasi 
yang terintegritas, 
efektif, dan aksessibel

Indeks Sistem
Pemerintah
Berbasis
Elekstronik
(SPBE)

Berdasarka 
n Perpres 
95 tahun 
2018 
tentang 
SPBE 
Permenpan 
RB No.5 
Tahun 2018

1,9 1,9 100% Indikator tahun 2020 
tidak dapat 
ditampilkan 

dikarenakan beda 
indikator

Terbangunnya 
system teknologi 
informasi yang 

terintegritas, efektif, 
transparan dan 

aksesibel

5 Meningkatnya kualitas 
SDM dan tata kelola 
organisasi yang 
profesional dan sesuai 
dengan prinsip tata 
pemerintahan yang 
baik, bersih dan 
modern

Nilai Evaluasi
Reformasi
Birokrasi

Hasil 
Evaluasi 
RB dari 
Kementrian 
PAN RB

N/a 65 N/a Belum dapat 
terealisasi

Meningkatnya 
kualitas SDM dan 

tata kelola 
organisasi yang 
profesional dan 
sesuai dengan 

prinsip tata 
pemerintahan yang 
baik, bersih dan 

modern

1.476.60 
8.000

1.388.6
93.608

94,05%
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2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai 

target kinerja. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Bawaslu Kabupaten 

Buleleng adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya ketepatan 

dan kesesuaian kegiatan 

pencegahan dan 

pengawasan pemilu, serta 

peran serta masyarakat 

dalam pengawasan 

pemilu partisipatif

Indeks Demokrasi 
Indonesia
(Aspek Hak-hak 

Politik Variabel Hak 

memilih dan dipilih 

Indikator Hak memilih 

dan dipilih terhambat 

serta

ketiadaan/kekurangan 

fasilitas sehingga 

penyandang cacat 

tidak dapat 

menggunakan hak 
pilih)

82

2. Meningkatnya kualitas 

penindakan pelanggaran 

pemilu dan penyelesaian 

sengketa proses pemilu

Indeks Demokrasi 
Indonesia
(Aspek Lembaga 

Demokrasi Variabel 

Pemilu yang bebas 

dan adil Indikator 

Netralitas

75,3
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Penyelenggara 

Pemilu dan 

Kekurangan dalam 

perhitungan suara)

3. Terwujudnya kajian dan 

produk hukum serta 

layanan bantuan hukum 

yang berkualitas

Indeks Kepatuhan 

Dalam Penyusunan 

Produk Hukum

Sedang

Kualifikasi 

Keterbukaan 

Informasi Publik

Informatif

4. Terbangunnya sistem 

teknologi informasi yang 

terintegrasi, efektif, 

transparan, dan aksesibel

Indeks Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

(SPBE)

1,9

5. Meningkatnya kualitas 

SDM dan tata kelola 

organisasi yang 

professional dan sesuai 

dengan prinsip tata 

pemerintah yang baik, 

bersih dan modern

Nilai Evaluasi 

Reformasi Birokrasi

65

Sumi er Data : Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng

Tahun 2021

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng

NO SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR SASARAN 

KEGIATAN
TARGET

(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Kualitas Jumlah daerah yang 1 Daerah
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Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemilu/Pilkada di 

Bawaslu Kabupaten 

Buleleng dan Lembaga 

Pengawas Ad-hoc

mengembangkan Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pengawasan Pemilu 

Partisipatif hasil Piloting 

(PN)
P e rs e nta s e p e n yeles aian 

pelayanan administrasi 

dan tugas teknis lainnya 

Bawaslu Kabupaten 

Buleleng

100%

Persentase Pengadaan 

Sarana dan Prasarana 

Bawaslu Kabupaten 

Buleleng

100%

2 Meningkatnya Kualitas 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 
Pemilu/Pilkada di 

Bawaslu Kabupaten 

Buleleng dan Lembaga 

Pengawas Ad-hoc

Persentase 

Penyelenggaraan 

Pengawasan 
Pemilu/Pilkada oleh 

Bawaslu Kabupaten 

Buleleng

100%

Sumbber Data : Perjanjian Kinerja Koordinator Sekretariat Bawaslu

Kabupaten Buleleng Tahun 2021
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Kinerja Bawaslu Tahun 2021 pada dasarnya merupakan rangkaian 

proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 -  2024. 

Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian 
dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020 -  

2024.

Pengukuran tingkat capaian Bawaslu Kabupaten Buleleng tahun 

2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara 

yang diperoleh merupakan indikator keberhasilan atau ketidakberhasilan 

terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya 

untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa 

yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai Lembaga 

Pengawas Pemilu yang terpercaya.

3.1.1 Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk 

setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing 

sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait 

dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian 

kinerja tahun 2021 :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran Strategis
Rata -  Rata Capaian 

Tahun 2021
1 Meningkatnya ketepatan dan 

kesesuaian kegiatan pencegahan dan

100%
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Sasaran Strategis
Rata -  Rata Capaian 

Tahun 2021

pengawasan pemilu, serta peran serta 
masyarakat dalam pengawasan pemilu 

partisipatif

2. Meningkatnya kualitas penindakan 
pelanggaran pemilu dan penyelesaian 

sengketa proses pemilu

100%

3. Terwujudnya kajian dan produk hukum 

serta layanan bantuan hukum yang 

berkualitas

100%

4. Terbangunnya sistem teknologi 

informasi yang terintegrasi, efektif, 

transparan, dan aksesibel

100%

5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata 

kelola organisasi yang professional 

dan sesuai dengan prinsip tata 

pemerintah yang baik, bersih dan 

modern

100%

Rata-Rata Capaian 100%

Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

No
Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja
Target
Kinerja

Capaian

(%)
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya 
ketepatan dan 
kesesuaian 
kegiatan
pencegahan dan 
pengawasan 
pemilu, serta 
peran serta 
masyarakat dalam

Indeks Demokrasi 
Indonesia (Aspek 
Hak-hak Politik 
Variabel Hak memilih 
dan dipilih Indikator 
Hak memilih dan 
dipilih terhambat serta

82 N/A
(Capaian 

kinerja 

pada tahun 

2021 

belum

V  Bawaslu Kabupaten Buleleng | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 25



No
Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja
Target
Kinerja

Capaian

(%)
(1) (2) (3) (4) (5)

pengawasan 
pemilu partisipatif

ketiadaan/kekurangan 
fasilitas sehingga 
penyandang cacat 
tidak dapat 
menggunakan hak 
pilih)

dapat 

terukur 
disebabkan 

belum ada 

update nilai 

capaian 
2021 

Indeks 

Demokrasi 

Indonesia)

2. Meningkatnya 
kualitas 
penindakan 
pelanggaran 
pemilu dan 
penyelesaian 
sengketa proses 
pemilu

Indeks Demokrasi 
Indonesia (Aspek 
Lembaga Demokrasi 
Variabel Pemilu yang 
bebas dan adil 
Indikator Netralitas 
Penyelenggara 
Pemilu dan 
Kekurangan dalam 
perhitungan suara)

75,3 N/A

(Capaian 

kinerja 
pada tahun 

2021 

belum 

dapat 

terukur 

disebabkan 

belum ada 

update nilai 

capaian 

2021 

Indeks 

Demokrasi 

Indonesia)

3. Terwujudnya 
kajian dan produk 
hukum serta 
layanan bantuan 
hukum yang

Indeks Kepatuhan 
Dalam Penyusunan 
Produk Hukum

Sedang Baik
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No
Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja
Target
Kinerja

Capaian

(%)
(1) (2) (3) (4) (5)

berkualitas
4. Terwujudnya 

kajian dan produk 
hukum serta 
layanan bantuan 
hukum yang 
berkualitas

Kualifikasi
keterbukaan informasi 
publik

Informatif Menuju
Informatif

Terbangunnya 
sistem teknologi 
informasi yang 
terintegrasi, 
efektif,
transparan, dan 
aksesibel

Indeks Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
(SPBE)

1.9 Skala Cukup

5. Meningkatnya 
kualitas SDM dan 
tata kelola 
organisasi yang 
professional dan 
sesuai dengan 
prinsip tata 
pemerintah yang 
baik, bersih dan 
modern

Nilai Evaluasi 
Reformasi Birokrasi

65

SASARAN I
MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN 

PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA 

MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak 

memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta 

ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat

menggunakan hak pilih)

Dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik, Bawaslu 

Kabupaten Buleleng mengupayakan ketepatan dan kesesuaian kegiatan 

pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran masyarakat dalam
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pengawasan Pemilu Partisipatif. Dalam program ini disiapkan anggaran 

Rp. 113.986.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 98.083.338,-. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya 

sasaran tersebut antara lain :

A. Pengawasan Pemilu Partisipatif

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif sebanyak 3 kali

1) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan melibatkan 
pelajar/mahasiswa SMA/SMK di wilayah Kabupaten Buleleng.

2) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan melibatkan

tokoh agama, tokoh adat, pramuka dan organisasi kemasyarakatan 

yang ada di Kabupaten Buleleng, serta dilakukan

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dengan Majelis Desa 

Adat Kabupaten Buleleng.

3) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan melibatkan 

organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan, 

kelompok profesi dan disabilitas di Kabupaten Buleleng.
Outcame : Membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder 

khususnya di Kabupaten Buleleng sebagai upaya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan Pemilu serta 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan stakeholder dalam 

melakukan pengawasan Pemilu melalui pengawasan Partisipatif 

berbasis masyarakat.

Rapat Biasa Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif sebanyak 3 

kali. Outcame : Untuk menunjang serta sebagai bentuk persiapan 

pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

B. Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota 

Outcame : Untuk menunjang kegiatan pada Bawaslu Kabupaten 

Buleleng dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan 

kewajibannya.

C. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

Untuk kegiatan evaluasi pengawasan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk 

kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali tidak dapat terlaksana karena di
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Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 tidak dilaksanakan 

Pemilu/Pemilihan.

SASARAN II
MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU 

DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel 

Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu 

dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

Selain diupayakan dari sisi pengawasan Pemilu, juga perlu 

diupayakan dari kualitas penanganan pelanggaran Pemilu dan 

penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas tersebut maka direalisasikan berbagai kegiatan dengan anggaran 

sebesar Rp. 8.160.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 

6.272.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

tercapainya sasaran tersebut antara lain :

A. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran 

dilaksanakan melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali.

Outcome : 1) Peningkatan kapasitas SDM pada Bawaslu Kabupaten 

Buleleng terhadap tata cara Penanganan dan Penindakan 

Pelanggaran sebagai langkah persiapan menghadapi 

Pemilu/Pemilihan mendatang, 2) Pentingnya memahami peraturan 

terkait dengan penanganan pelanggaran sebagai upaya peningkatan 

kapasitas SDM pada Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam memberikan 

fasilitasi secara teknis administratif, 3) Pentingnya menjalin sinergitas 

dengan pihak kepolisian serta kejaksaan untuk memudahkan dalam 

penanganan pelanggaran dalam persiapan Pemilu/Pemilihan 

mendatang.

B. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan 

dilaksanakan melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali.
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Outcome : 1) Pentingnya peningkatan kapasitas SDM khususnya 

dalam memfasilitasi pimpinan dalam penerimaan maupun administrasi 

Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai satu kesatuan 

organisasi Bawaslu Kabupaten Buleleng, 2) Pentingnya memahami 

peraturan penyelesaian sengketa Proses Pemilu, 3) Simulasi dalam 

penyelesaian Sengketa Proses sangat diperlukan agar seluruh jajaran 

Bawaslu Kabupaten Buleleng memahami serta dapat 
melaksanakannya.

SASARAN III
TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN 

BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang 

berkualitas menjadi pendukung dalam keberhasilan Bawaslu dalam 

melaksanakan tugas serta dapat mewujudkan pengawasan Pemilu yang 

berkualitas.Terkait kegiatan tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 

1.700.000,- namun tidak dapat terealisasi karena terdapat komponen 

kegiatan yaitu Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan dalam 

bentuk kegiatan rapat biasa sebanyak 1 kali tidak dapat terlaksana karena 

bukan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 

advokasi Pelanggaran Pemilu/Pemilihan.

SASARAN IV
TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN 

BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS DAN TERBANGUNNYA 

SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, 
TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik dan Indeks Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
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Keberadaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, 

transparan dan aksesibel serta layanan bantuan hukum yang berkualitas 

didukung dengan adanya keterbukaan informasi publik pada Bawaslu 

Kabupaten Buleleng. Selain itu, juga didukung dengan adanya 

keberadaan hubungan masyarakat (humas) sangat diperlukan untuk 

menjadi perpanjangan tangan suatu informasi. Peran unit kerja humas 

sangat krusial bagi Bawaslu. Terkait hal tersebut maka direalisasikan 
berbagai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.210.000,- dengan 

capaian realisasi sebesar Rp. 7.216.000,-. Adapun kegiatan yang 

dilakukan guna mendukung sasaran tersebut antara lain :

A. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi dillakukan 

melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali.

Outcome : Menjaga citra lembaga melalui pemberitaan yang baik dan 

sesuai dengan fakta, membangun relasi dengan lembaga, 

mengembangkan stakeholder kehumasan dan membangun tune 

positif untuk menjaga citra Bawaslu yang baik.

B. Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik dilakukan 

melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali.

Outcome : Telah tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam 

PPID, seperti pengelolaan submenu PPID yang terdapat dalam 

website Bawaslu Kabupaten Buleleng serta telah tersedia ruangan 

khusus PPID sebagai tempat permohonan informasi publik.

Selain itu, berdasarkan kualifikasi keterbukaan informasi publik, 

pada tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Buleleng memperoleh kualifikasi 

menuju informatif dengan nilai 85,50 berdasarkan Keputusan Komisi 

Informasi Provinsi Bali Nomor 44/01/XII/KI.BALI/2021 tentang Hasil 

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik 

Se-Bali Tahun 2021.

Selanjutnya, terkait Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) diterapkan oleh masing-masing Kementrian/Lembaga, 

dan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementrian
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Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Objek penilaian 

ini adalah Bawaslu Republik Indonesia dengan perolehan nilai sejumlah 

1,95 dengan predikat Cukup.

SASARAN V
MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI 
YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA 

PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Pada Bawaslu Kabupaten Buleleng sebagai lembaga yang belum 

menjadi Satuan Kerja di Tahun 2021, sehingga belum penilaian terhadap 

reformasi birokrasi. Namun, peningkatan kualitas SDM dan tata kelola 

administrasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata 

pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten 

Buleleng dalam peningkatan nilai reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. 

Untuk itu, maka direalisasikan berbagai kegiatan dengan anggaran 

sebesar Rp 1.476.608.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp 

1.388.693.608,-. Dimana anggaran tersebut tidak hanya berupa Gaji dan 

tunjangan serta operasional dan pemeliharaan gedung tetapi juga 

kegiatan peningkatan kualitas SDM. Adapun kegiatan yang dimaksud 

yaitu :

A. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam bentuk kegiatan 

rapat biasa sebanyak 2 kali tidak dapat dilaksanakan karena Bawaslu 

Kabupaten Buleleng belum menjadi Satuan Kerja (Satker), sehingga 

belum bisa menyusun PAGU Anggaran secara mandiri.

B. Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) dilakukan melalui kegiatan 

rapat biasa sebanyak 2 kali.

Outcome : Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Bawaslu 

Kabupaten Buleleng tahun 2021 dilakukan sebagai bentuk tertib
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administrasi khususnya dalam pengelolaan maupun inventarisir BMN 

(Barang Milik Negara) maupun BMD (Barang Milik Daerah).

C. Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan dilakukan melalui kegiatan 

rapat biasa sebanyak 2 kali.

Outcome : Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan jajaran 

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng dalam mengelola arsip baik 

aktif maupun inaktif pada Bawaslu Kabupaten Buleleng.
D. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada Bawaslu Kabupaten 
Buleleng pada tahun anggaran 2021 meliputi Kamera, LCD Proyektor, 

Layar LCD Proyektor, Sound System, Voice Recorder dan masing- 

masing sebanyak 1 Paket.

E. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan dilakukan melalui 

kegiatan rapat biasa sebanyak 2 kali.

Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM pada Bawaslu Kabupaten 

Buleleng serta memahami peraturan tentang kepemiluan sebagai 

bentuk persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan mendatang 

khususnya dalam pemberian fasilitasi berupa dukungan teknis 

administratif.

F. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dilakukan 

melalui kegiatan rapat biasa sebanyak 1 kali.

Outcome : 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 

Program dilakukan untuk mengetahui efektivitas program yang sudah 

berjalan sebagai dasar menyusun strategi serta melakukan inovasi 

program yang akan dilaksanakan guna meningkatkan performa dari 

Bawaslu Kabupaten Buleleng, 2) Sebagai langkah untuk menyusun 

program kedepan agar efektif dan efisien.

G. Pengelolaan Administrasi Keuangan dilakukan melalui kegiatan rapat 

biasa pengelolaan administrasi keuangan sebanyak 5 kali.

Outcome : Untuk meningkatkan pemahaman dalam mengelola 

administrasi keuangan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian
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Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta merencanakan kegiatan sesuai 
dengan timeline kegiatan yang telah disusun.

Tabel 3.3
Evaluasi Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2021

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng

NO SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR
SASARAN
KEGIATAN

TARGET
REALISASI KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemilu/Pilkada di
Bawaslu
Kabupaten
Buleleng dan
Lembaga
Pengawas Ad-
hoc

Jumlah daerah 
yang
mengembangkan 
Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan 
Pengawasan 
Pemilu Partisipatif 
hasil Piloting (PN)

1 Daerah 1 Daerah SKPP Tingkat 
Dasar di 

Kabupaten 
Buleleng

Persentase 
penyelesaian 
pe 1 ayanan 
administrasi dan 
tugas teknis 
lainnya Bawaslu 
Kabupaten 
Buleleng

100% 100% Pelayanan 
administrasi 

berupa gaji dan 
belanja 

operasional 
telah

terlaksana 
100% dengan 
didukung oleh 

laporan
evaluasi kinerja 
Pejabat Eselon 

III
Persentase
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Bawaslu
Kabupaten
Buleleng

100% 100% Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 

telah
terlaksana 

100% dengan 
didukung oleh 

laporan
evaluasi kinerja 
pejabat Eselon 

III serta 
tercapainya 

output kegiatan
2 Meningkatnya

Kualitas
Pengawasan
Penyelenggaraan

Persentase
Penyelenggaraan
Pengawasan
Pemilu/Pilkada

100% 100% Telah 
terlaksana 

100% dengan
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Pemilu/Pilkada di
Bawaslu
Kabupaten
Buleleng dan
Lembaga
Pengawas A d -

hoc

oleh Bawaslu
Kabupaten
Buleleng

didukung oleh 
laporan

evaluasi kinerja 
Pejabat Eselon 

III Serta 
tercapainya 

output kegiatan

3.1.2 Capaian Kinerja
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Bawaslu Kabupaten Buleleng

No Kabupaten Buleleng
Anggaran Capaian

Anggaran
100%

Capaian
Kinerja
100%Besaran Serapan

1. Pengawasan Pemilu 
Partisipatif

Rp. 53.730.000,- Rp. 43.913.800,- 81,72% 100%

2. Fasilitasi, Koordinasi, dan 
Pelaporan Bawaslu 
Kabupaten/Kota

Rp. 56.176.000,- Rp. 54.169.538,- 96,43% 100%

3. Evaluasi Pengawasan 
Pemilu/Pemilihan

Rp. 4.080.000,- Rp. 0,- 0% 0%

4. Pembinaan/ Pelaksanaan 
Penanganan dan 
Penindakan Pelanggaran

Rp. 4.080.000,- Rp. 2.880.000,- 70,59 % 100%

5. Pembinaan/Pelaksanaan 
Penyelesaian Sengketa 
Pemilu/Pemilihan

Rp.4.080.000,- Rp. 3.392.000,- 83,13% 100%

6. Advokasi Pelanggaran dan 
Pidana Pemilu/Pemilihan

Rp. 1.700.000,- Rp. 0,- 0% 0%

7. Pengelolaan Kehumasan, 
Peliputan dan 
Dokumentasi

Rp. 5.130.000,- Rp. 4.272.000,- 83,27% 100%

8. Pengelolaan dan 
pelayanan data dan 
informasi publik

Rp. 4.080.000,- Rp. 2.944.000,- 72,15% 100%

9. Penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran

Rp. 3.320.000,- Rp. 0,- 0% 0%
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No Kabupaten Buleleng
Anggaran Capaian

Anggaran
100%

Capaian
Kinerja
100%Besaran Serapan

10. Pengelolaan BMN (Barang 
Milik Negara)

Rp. 3.320.000,- Rp. 2.777.900,- 83,67% 100%

11. Pengelolaan 
Ketatausahaan dan 
Kearsipan

Rp. 5.320.000,- Rp. 5.189.300,- 97,54% 100%

12. Pengadaan peralatan 
fasilitas perkantoran

Rp. 14.500.000,- Rp. 14.300.000,- 98,62% 100%

13. Pembinaan SDM 
Pengawas dan 
Kesekretariatan

Rp. 2.720.000,- Rp. 2.240.000,- 82,35% 100%

14. Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Pelaksanaan 
Program

Rp. 2.720.000,- Rp. 960.000,- 35,29% 100%

15. Pengelolaan Administrasi 
Keuangan

Rp. 6.800.000,- Rp. 4.992.000,- 73,41% 100%

16. Gaji dan Tunjangan Rp.721.399.000,- Rp.
691.980.000,-

95,92% 100%

17. Operasional dan 
Pemeliharaan Kantor

Rp.
716.509.000,-

Rp.
666.254.408,-

92,99% 100%

Jumlah Total Rp
1.609.664.000,-

Rp.
1.500.264.946,-

93,20%

3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja
Pada Tahun Anggaran 2021 ada beberapa kegiatan yang tidak 

dapat dilaksanakan meliputi:

1. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
Untuk kegiatan evaluasi pengawasan Pemilu/Pemilihan dalam 

bentuk kegiatan rapat biasa sebanyak 3 kali tidak dapat 

terlaksana karena di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 tidak 

dilaksanakan Pemilu/Pemilihan.

2. Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan

V  Bawaslu Kabupaten Buleleng | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 36



Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan dalam 

bentuk kegiatan rapat biasa sebanyak 1 kali tidak dapat 

terlaksana karena bukan kewenangan dari Bawaslu 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan advokasi Pelanggaran 

Pemilu/Pemilihan.

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam bentuk kegiatan 
rapat biasa sebanyak 2 kali tidak dapat dilaksanakan karena 

Bawaslu Kabupaten Buleleng belum menjadi Satuan Kerja 

(Satker), sehingga belum bisa menyusun PAGU Anggaran secara 

mandiri.
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BAB IV
CAPAIAN DAN REALISASI KEUANGAN

Penyerapan Anggaran pada Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 

2021 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp. 1.609.664.000,-. Periode 

bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi sebesar 

Rp.1.511.284.921,- (93,89%), yang terdiri dari Belanja Pegawai dengan 
PAGU Anggaran sebesar Rp.721.399.000,- terealisasi sebesar Rp.

691.980.000, - (95,92%). Belanja Barang dan Jasa dengan PAGU 

Anggaran sebesar Rp. 873.765.000,- terealisasi sebesar Rp. 

793.984.946,- (90,87%). Sedangkan untuk kegiatan belanja modal dengan 

PAGU Anggaran sebesar Rp. 14.500.000,- terealisasi sebesar Rp.

14.300.000, - (98,62%).
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BAB V 

PENUTUP

Berdasarkan uraian BAB sebelumnya, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten 

Buleleng pada tahun 2021, sebagai berikut :

1. Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu 
Kabupaten Buleleng yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah 

dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan 

capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan realisasi 

anggaran yang telah mencapai rata-rata indikator sebesar 93,20% 

serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,80%.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Buleleng 

tahun 2021 telah efektif dan efisien.

3. Bawaslu Kabupaten Buleleng telah berupaya secara optimal 

melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan 

Pemilu/Pemilihan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
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Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Di Kabupaten Buleleng Tingkat 

Dasar Tahun 2021-21 sd 23 Juni 2021



Podcast Bawaslu Kabupaten Buleleng

BAWASLU
I \B U P A T E N  BULELENG

Kegiatan Podcast Bawaslu Kabupaten Buleleng



Penghargaan/Prestasi Kerja

v  Penghargaan Lembaga Menuju Informatif
Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor: 

44/01/XII/KI.BALI/2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se-Bali Tahun 2021. 

Untuk Keterbukaan Publik Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 
memperoleh kualifikasi Menuju Informatif.

D.'ptn-cta.1 dsncfO -n C o.7nS cj*nn*:r

Denpasar, 27[Oktober 2020

D^prruotcLf <aLenc<G.n C c^ynS^-nn-er

K O M IS I IN F O R M A S I
P R O V IN S I B A L I

ANUGERAH
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

K e p a d a :

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
b e b a q a i B a d a n  P u b l ik

M E N U J U  IN F O R M A T IF

P IA G A M  P E N G H A R G A A N

DIBERIKAN KEPADA

B a w a s l u  K a b u p a t e n  B u l e l e n g

A tas P eng e lo laan  K ete rb u kaan
Inform asi Publik  (P P ID )

Ketut Ariyani,

Ketua Badan Pergawas Pemilihan Umum Provinsi Bali



Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021

BAWASLU
BADAN PENGAW AS PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BULELENG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalsm rangka mewujudkan m arajem en pem enrtah yang efektif, trarsparan, dan 
akuntabel serta berc'ientasi pada nasil, kami yang berlanda tangan di bawah ini

Nama : P u tu  Sugi A rdana, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Badan Pengaw as P em ilihan  Um um  K abupa ten  B u le leng  

selanjutnya d.seOJt p ihak pertam a 

Nama : K e tu t A riyan i, S.E., M.M., M.H
Jabatan  : K etua Badan Pengawas Pem ilihan  Um um  P ro v in s i B a li

selaku alasnn langs jn g  pihak pertama, selanjutnya d sebut p ihak  kedua

Pihak pertama berjanji akan mev/ujudkan targei kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran peganjian. ini, dalam rangka mencapai target ■cherja ancka m energah 
sepedi yang te ah ditetapkan dalam dokumcn perencaraan. Keberhasilan dan 
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tangguno jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan s jpe rv is : yang dipe-lukan serta akan melakukan 
evaluasi tem adap capaian kinerja dari pe jan jian  ni dan mengambil tindakan yang 
drperlukan d a ’am rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

P ihck Kedua,

Ketut Ariyani, S.E., M.M., M.H

D erpasar Feoruari2021 

Pihak Acrtama,
I V

Putu Sugi Ardana. S.H., M.H

D }p in d c .(  a^en oa n  Cc.TO$<^ann«r



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BULELENG

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(D (2) (3) (4)
1 Meningkatnya ketepatan dan 

kesesuaian kegiatan 
pencegahan dan pengawasan 
pemilu, serta peran serta 
masyarakat dalam pengawasan 
pemilu partisipatif

Indeks Demokrasi 
Indonesia
(Aspek Hak-hak 
Politik Variabel Hak 
memilih dan dipilih 
Indikator Hak memilih 
dan dipilih terhambat 
serta
ketiadaan/kekurangan 
fasilitas sehingga 
penyandang cacat 
tidak dapat 
menggunakan hak 
pilih)

82

2 Meningkatnya kualitas 
penindakan pelanggaran pemilu 
dan penyelesaian sengketa 
proses pemilu

Indeks Demokrasi 
Indonesia
(Aspek Lembaga 
Demokrasi Variabel 
Pemilu yang bebas 
dan adil Indikator 
Netralitas 
Penyelenggara 
Pemilu dan 
Kekurangan dalam 
perhitungan suara)

75,3

3 Terwujudnya kajian dan produk 
hukum serta layanan bantuan 
hukum yang berkualitas

Indeks Kepatuhan 
Dalam Penyusunan 
Produk Hukum

Sedang

Kualifikasi 
Keterbukaan 
Informasi Publik

Informatif

4 Terbangunnya sistem teknologi 
informasi yang terintegrasi,

Indeks Sistem 
Pemerintahan

1,9



efektif, transparan. dan aksesibel Berbasis Elektronik 
(SPBE)

5

_____

Meningkatnya kualitas SDM dan 
tata kelola organisasi yang 
professional dan sesuai dengan 
pnnsip tata pemerintah yang 
baik, bersih dan modern

Nilai Evaluasi 
Reformasi Birokrasi

65

Sasaran Kegiatan Anggaran

1 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses 
Konsolidasi Demokrasi

Rp. 311.002.000.00

2 Program Dukungan Manajemen Rp. 1.420.290.000.00



Perjanjian Kinerja Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten 

Buleleng Tahun 2021

BAW ASLU
B A D A N  P E N G A W A S  P E M IL IH A N  U M U M  
K A B U P A TE N  B U LE LE N G

PER JA NJIAN  K IN ER JA  TA H U N  2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : Ida Bagus Putu Ardana, S .Sos., M.M
Jabatan : K oord inator S ekretariat Baw aslu  K abupaten B uleleng

Selanjutnya disebut pihak pertam a

Nama : Putu Sugi Ardana, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Bawaslu K abupaten Buleleng

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah  
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan  
kegagalan pencapaian target keinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan  
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang 
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, Februari 2021

P ih a k  P e rta m a

Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos., M.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
i/ncniNATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
K0R KABUPATEN BULELENG

NO SASARAN k e g ia t a n
INDIKATOR SASARAN 

KEGIATAN
TARGET

(1) —  w (3) (4)
I

1 . ! Meningkatnya Kualitas
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemilu/Pilkada di Bawaslu 
Kabupaten Buleleng dan 
Lembaga Pengawas A d - h o c

Jumlah daerah yang 
mengembangkan Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pengawasan Pemilu 
Partisipatif hasil Piloting (PN)

1 Daerah

Persentase penyelesaian 
pelayanan administrasi dan 
tugas teknis lainnya Bawaslu 
Kabupaten Buleleng

100%

Persentase Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Bawaslu Kabupaten Buleleng

100%

2
|

Meningkatnya Kualitas 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemilu/Pilkada di Bawaslu 
Kabupaten Buleleng dan 

| Lembaga Pengawas A d - h o c

Persentase Penyelenggaraan 
Pengawasan Pemilu/Pilkada 
oleh Bawaslu Kabupaten 
Buleleng

100%

Sasaran Kegiatan Anggaran

1 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi

Rp. 311.002.000,00

2 Program Dukungan Manajemen Rp. 1.420.290.000,00

Singaraja, Februari2021



Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten Buleleng

Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten 

Buleleng Tahun 2021 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng-5

Februari 2021

Pengelolaaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi di Lingkungan 

Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 di Sekretariat Bawaslu

Kabupaten Buleleng-11 Februari 2021



Pembinaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan pada Bawaslu 

Kabupaten Buleleng Tahun 2021-12 Maret 2021

Pembinaan Manajemen SDM Pengawas Dan Kesekretariatan Di 
Lingkungan Bawaslu Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Di Sekretariat 

Bawaslu Kabupaten Buleleng-21 April 2021



Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten 

Buleleng Tahun 2021 Di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bueleng-19 Mei 2021

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2021 di Banyualit Spa’n Resort



Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran pada 

Bawaslu Kabupaten Buleleng-9 Juni 2021

Pengelolaan Ketatausahaan Dan Kearsipan Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten 

Buleleng Tahun 2021 Di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng-3 November
2021



Dokumentasi MOU Bawaslu Kabupaten Buleleng

Nota Kesepahaman Bersama antara STHAN Mpu Kuturan Singaraja dengan 
Bawaslu Kabupaten Buleleng-13 September 2021

Nota Kesepahaman Bersama antara MDA Kabupaten Buleleng dengan Bawaslu 
_________________ Kabupaten Buleleng-2 Nopember 2021_________________



Nota Kesepahaman Bersama antara STAH Negeri MPU Kuturan 

Singaraja dengan Bawaslu Kabupaten Buleleng

NOTA KESEPAKA I AN BERSAM A 
ANTARA

STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA 
DENGAN

BAWASLU KABUPATEN BULELENG

Nomor : B-2945/Sth.03/HM.01/08/2021 
Nomor : 110/HM 02.00/K.BA-03/09/2021

Tentang
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Untuk Mendukung Program Kerja Badan Pengawas 

Pemilu Kabupaten Buleleng

Pada bari ini SEN 1N tanggal TIGA BELAS bulan SEPTEMBER tahun DUA R1BU DUA PULUH 
SATU bertempat di SEKOLAH TINGGI A G AM A HINDU NEGERI MPU KUTURAN
SINGARAJA, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama 
Jabatan

Alamat

2. Nama 
Jabatan

Alamat

I CEDE SUWINDIA
: Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan 

Singaraja, dalam bal ini mewakiii dan bertindak atas nama 
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja 

: JaSan Pulau Menjangan Nomor 27 Banyuning Singaraja, yang 
selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut 
sebagai PIHAK KESATU

PUTU SUGIARDANA
: Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, dalam hal ini mewakiii 

dan bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Buleleng)
: Jalan Bisma Nomor IX, Singaraja, yang selanjutnya dalam 

Nota Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK 
KEDUA

Kedua belah Pihak yaitu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan 
kesepakatan bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program 
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
D A S A R  PERJANJIAN

1. Undang-Undang NomoT 20 Tahun 2003 tentang Sislem Pendidikan Nasional (Uembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301),

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336,



NOT A KESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA

STAH NEGER1 MPU KUTURAN SINGARAJA 
DENGAN

BAWASLU KABUPATEN BULELENG

3 Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2014 tentang Petnerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Hudaya;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6 Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan, terakhir dirubah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan;

7, Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6219);

8, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama 
Perguruan Tinggi,

Pasal2
RUANC LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran
2. Melaksanakan Penelitian
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan pelaksanaan Tn Dharma 
Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

(2) Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan alas hukum untuk melaksanakan kerjasama di bidang 
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung 
Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

Pasal4
BIDANG PENGAJARAN DAN PENDIDIKAN

(1) Untuk meningkatkan mutu staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, 
PIHAK KEDUA dapat merekomendasikan staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu 
Kabupaten Buleleng untuk mengambi! pendidikan di Sekolah Tinggi Agatna Hindu Negeri Mpu 
Kuturan Singaraja



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA

STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA 
DENGAN

BAWASLU KABUPATEN BULELENG

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan membantu pelaksanaan magang Mahasiswa di Kanior 
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, dengan mengikuti ketentuan atau aturan yang 
berlaku di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

(3) PIHAK KESATU bersedia menerima staff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 
Buleleng untuk mengambil pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Ncgcri Mpu Kuturan 
Singaraja sebagaimana dimaksud ayat 1, dengan mengikuti persyaratan dan prosedur Penerimaan 
Mahasiswa Barn

Pasal5
BIDANG PENELITIAN

(1) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan membantu pelaksanaan penelitian, baik yang dilakukan 
oleh Staff Dosen maupun Mahasiswa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng, dengan 
mengikuti ketentuan atau aturan yang berlaku di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

(2) PIHAK KESATU bersedia membantu jika PIHAK KEDUA membutuhkan suatu penelitian 
dalam pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng,

Pasal6
BIDANG PENGABDIAN M ASYA R A K A T

(1) PIHAK KESATU bersedia membantu apabila PIHAK KEDUA membutuhkan akademisi atau 
praktisi hukum dalam pelaksanaan Program Keija Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

(2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat bersama-sama melaksanakan Sosialisasi 
Pengawasan Pemilu kepada masyarakat.

Pasal7
PEMBIAYAAN

Jika ada pembiayaan dalam pelaksanakan kesepakatan bersama ini akan disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian oleh kedua beiah pihak

Pasal R
PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KESATU mcndelegasikan hal-hal yang bersifat 
teknis kepada program studi maupun jurusan atau unit yang terkait dan PIHAK KEDI: A 

dilaksanakan oleh unit ataupun pihak terkait.



N O T A  K E S E P A K A T A N  B E R S A M A
A N T A R A  BAWASLU

S T A H  N E G E R I M PU  K U T U R A N  S IN G A R A J A  jp  kabupaten buleleng
D E N G A N

B A W A S L U  K A B U P A T E N  B U L E L E N G

P a s a l9
J A N G K A  W A K T U  P E R JA N JIA N

N ota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.

P A S A L  10 
P E N U T U P

(1 ) Segala sesuatu yang belum  diatur dalam N ota  Kesepakatan Bersam a ini akan diatur kemudian 
dalam perjanjian tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan 
bersama ini.

(2 ) N ota Kesepakatan Bersam a ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan m empunyai kekuatan 
hukum yang sama.

Dem ikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan etikad baik, untuk mencapai tujuan bersama-sama.



Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Buleleng dengan
MDA Kabupaten Buleleng

f t
BAWASLU
kabupaten buleleng PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG 

DAN
MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN BULELENG 

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN 

JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)

Nomor: 148/HK.02.00/K.BA/VU2021 

Nom or: 084/MDA-BLL/XI/2021

Pada hari ini SELASA tanggal DUA Bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA 

PULUH SATU, bertempat di Buleleng, yang bertanda tangan dibawah in i:

1, PUTU SUGI ARDANA, S.H., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

M.H. Kabupaten Buleleng dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, 

berkedudukan dan berkantor di Jalan Bisma 

Nomor 1X Singaraja, Kelurahan Banjar Tegal, 

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, 

selanjutnya disebut

---------------- PIHAK PERTAMA----------------------

2. I DEWA PUTU BUDNARSA Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, 

berkedudukan dan berkantor di Jalan Rampai 

Nomor 1 Singaraja, Kelurahan Banyuasn 

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, 

selanjutnya disebut

......................PIHAK K EDU A-------------- --------



“ PIHAK PERTAMA”  dan “ PIHAK KEDUA”  untuk selanjutnya secara bersama- 

sama disebut sebagai “ PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai 

“ PIHAK”  terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng adalah Badan untuk 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Buleleng; dan 

b Majells Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA sesuai dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah 

persatuan (Pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 

Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di 

bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta 

kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, 

penafsiran. dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, 

kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

“ PARA PIHAK” bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Gerakan 

MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA PILKADA 

(GEMA SIWA PUJA), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk :
a. Peningkatan partisipasi Masyarakat Adat (Krama Desa Adat) dalam 

pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan 

Pemilihan yang berintegritas;

b. Terjaganya otonomi Desa Adat dari konflik kepentingan dalam 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
c. Mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis pada Masyarakat 

Adat (Krama Desa Adat); dan

d. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara “ PARA 

PIHAK”  melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, kepada 

Masyarakat Adat (Krama Desa Adat) dalam mewujudkan tugas-tugas 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk 

mengawasi Pemilu dan Pemilihan.



(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara “ PARA 

PIHAK”  dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan Desa Adat, 

stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan 

Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintregrltas;

b. Mendorong Masyarakat Adat (Krama Desa Adat) Kabupaten Buleleng 

untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pemilu 

dan Pemilihan;

c. Meningkatkan peran serta Masyarakat Adat (Krama Desa Adat) 

Kabupaten Buleleng untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan; 

dan
d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat Adat (Krama 

Desa Adat) Kabupaten Buleleng dalam menjaga martabat Desa Adat di 

Kabupaten Buleleng.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

(1) Wilayah atau wewidangan Kerja Majelis Desa Adat di Kabupaten Buleleng;

(2) Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban “ PIHAK PERTAMA”

a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan program Gema Siwa Puja;

b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program 

Gema Siwa Puja;
c. Menerima masukan dan saran “ PIHAK KEDUA”  terkait program Gema 

Siwa Puja;
d. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi; dan

e. Dalam melaksanakan Gema Siwa Puja yang melibatkan Desa Adat 

“ PIHAK PERTAMA”  wajib melibatkan “ PIHAK KEDUA” .



(2) Kewajiban “ PIHAK KEDUA”

a. Mendorong partisipasi aktif Majelis Desa Adat di semua tingkatan dan 

Masyarakat Adat (Krama Desa Adat) Kabupaten Buleleng dalam 

program Gema Siwa Puja;

b. Menyukseskan program dan kegiatan Gema Siwa Puja;
c. Melibatkan “ PIHAK PERTAMA" dalam kegiatan yang mendukung 

program Gema Siwa Puja;

Pasal 4

TANGGUNG JAW AB

“ PARA PIHAK”  bertanggung jawab terhadap program Gema Siwa Puja.

Pasal 5

HAK “ PARA PIHAK”

(1) “ PARA PIHAK”  berhak mendapatkan informasi terkait masing-masing 

Lembaga tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

(2) “ PARA PIHAK”  berhak memberikan masukan terhadap terselenggaranya 

program dan kegiatan Gema Siwa Puja;

(3) “ PIHAK KEDUA”  berhak mendapatkan pelatihan pengawasan partisipatif;

(4) “ PARA PIHAK” dapat melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan bentuk kegiatan Gema Siwa Puja sebagai berikut:

(1) Sosialisasi dalam bentuk pabligbagan, atau dalam bentuk dan sebutan lain;

(2) Rapat Koordinasi antara “ PARA PIHAK” ;

(3) Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait Gema Siwa Puja mengacu pada 

karakteristik Desa Adat yang ada di Kabupaten Buleleng;

(4) Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak dan 

elektronik serta media lainnya dilakukan oleh “ PARA PIHAK” .



Pasal 7 

PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian 

Kerjasama ini, dibebankan kepada “ PIHAK PERTAMA” ;

(2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dibebankan kepada 

"PIHAK PERTAMA” .

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal Dua, Bulan November, 

Tahun 2021 sampai dengan tanggal Dua, Bulan November, Tahun 2025;

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dlperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu 

atas persetujuan “ PARA PIHAK”  melalui pemberitahuan secara tertulis oleh 

salah satu “ PIHAK”  kepada “ PIHAK”  lainnya;

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 

(2) ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara “ PARA PIHAK” ,

(4) “ PARA PIHAK”  sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang- 

undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan 

dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9 

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib dilaksanakan secara 

periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi 

setiap saat oleh “ PARA PIHAK”

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan, “ PARA 

PIHAK”  sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai

mufakat.



Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan “ PARA PIHAK” (force majure), 

dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu 

pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan "PAR A PIHAK” .

(2) Yang termasuk force majure adalah ;

a. Bencana alam;

b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan

c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12 

LAIN-LAIN

(1) Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan 

diatur kemudian sebagai tambahan (addendum) yang disepakati oleh “ PARA 

PIHAK”  dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian ini;

(2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini 

yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal 

tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian 

kerja sama ini;

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini 

akan diatur kemudian oleh “ PARA PIHAK” .

Pasal 13 

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh “ PARA PIHAK” 

dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki 

kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memegang aslinya.

(2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.



KABUPATiEN BUlLEtENGKABUPA1

S  M ETERAI-  TEMPEL
(D4AJX3799S3646

I DEWA PUTU BUDHARSAPUTU SUGI AHjDANA, SH„ MH

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan dengan

itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan,

penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan

oleh “ PARA PIHAK”

PIHAK KEDUAPIHAK PERTAMA
KETUA IWAJ ELIS DESA ADATKETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BULELENG



Nota Kesepakatan Bersama antara Fakultas Hukum Universitas Panji 
Sakti dengan Bawaslu Kabupaten Buleleng

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA

FAKULTAS HUKIM INIVERSTTAS PANJI SAKTI 
DENGAN

BkWASLU KAM'PATEN BULELENG

< 0
BAW ASLU

Nomor 107/HM 02 fiO.K B A -0 J W 2 02 I 
Nomor 043/FH.'UNIPA&1X'202l

Tentang
Pelaksanaan Tri Dhnrnu Perguruan Tinggi untuk mendukung Prugruni Kerja Badan Pengawas

Pemilu Kaliu|>aten Buleleng

Pada iiw i mi Sen in tanggil Tiga Puluti bulan Agustus tahun Dua Ribn Dua Puluh Satu bcrtcrnjsat di 
Kanlor Bawaslu Kabupaten Buleleng yang bertanda tangan di bawah ini

1 Nama Dr 1 Vyotnan liede Remaja. SH , MH
Jabatan Drkan Fakultas Hukum Umverxitas Pan i Sakti

(Yang dalam hal ini mewakiii dan benmdak atas nama Fakultas
Hukum 1. mversitas Panj: Sakti>

Alamat Jl Bisina No 22 Singaraja. Telp 0361-29515A381805380533 
Yang selanjutnya dalam Sola Kesepakatan Bersama ini disebut 
sebagai I’lllAK PERTAMA

2 Name Putu Sugi Ardana. SH .kUI
Jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng

(Yang dalam ha) mi mewakiii dan bertindak alas nama Bawaslu 
Buleleng)

Alamat Jalan Bum a Singaraja
Yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan Bersama ini disebut 
sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah Pihak vaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan
kesepakatan Set sama dalam pelaksanaan Tn Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Program Badan 
Pengawas Penulu Kabupaten Buleleng sesuai dengan kctcntuan-kctcntuan sebagai berikut

Pasal I
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kesepakatan bersama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, vaitu
1 Mclak&anakan Pendidikan dan Pengajatan
2 Melakaanakan Penelman
3 Melaksanakan Pengabdmn kepada Masyarakat

Pasal 2
( 11 Kesepilatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan mengemhangkan pelaksanaan Tn Dharma 

Petguman Tinggi untuk mendukung Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng 
(2 ) Nota Kesepakatan Bersama ini mcrupukan alas hukum untuk melaksanakan kerjasama di bidang 

pendidikan dan pengaiaian, penclitian dan pengabdmn kepada masyarakat untuk mendukung Ptogtam 
Ketya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng



NOT A KESEPAKATAN BERSAMA 
vs r \ R \

PAKULTAS HI KUM1 MV EKSl I AS PANJISAKTI
DCNGAN BAW ASLU

BAWASLU KABUPATEN BULELENG

Pasal 3
Kesepakatan btdang Penga;atan dan Pendidikan

\ I ) Untuk mcnmgk liken nutlu staff Man pcgewei Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng. PIHAK 
KEDUA dapat merekrimendnsikan tta ff atau pegawai Badan Penuawa* Pemilu Kabupaten Buleleng 

untuk mengambil pendidikan di Fakultas Hukum Umvertitas Panji Sakti
(2 ) PIH AK KEDU A bersedia menerima dan membantu pciaksanaan mogang Mahasswe di Kantor 

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng. dengan mengikuti ketemuan atau aturan >ang berlaku 
di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng

(1 ) PIH AK PERTAM A bersedia menerima tta ff atau pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Buleleng untuk mengambil pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti sebagaimana 
dimaksud ayat I. dengan mengikuti pervvaratan Pcnerimaan Mahasiswa Ban.

Pasal a
Kesejiakalin bidang Penelitian

(1) PIH AK KEDUA bersedia menerima dan membantu pelaksanaan penelitian. baik yang dilakukan oleh 
Staff Omen maupun Mahasiswa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng. dengan mengikuti 
ketentuan atau aturan yang betlaku ill Badan Pengawas Peitulu Kabupaten Buleleng

(2) PIHAK PERTAMA bersedia membantu jika PIHAK KEDUA menibuiuhkab suaiu penelitian dalam 
pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng

Pasal 5
Kesepakatan bidang Pengabdian kepada Masyarakat

( I t  PIHAK PERTAMA bersedia membantu apabila PIIIAK KEDUA membutulikan aiademisi atau 

praktisi hukum dalam pelaksanaan Program Kerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng
( I I  PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapot bersama-sama melaksanakan Sosialisasi 

Pepgawasan I’emila kepada masyarakat

Pasal 6  

Pembiayaan
Jika ada pembiayaan dalam pciaksanaknn kesepakatan bersama ini akan disesuaikan dengan peraturan 

pemndang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudtttn oleh kedua behth pihak
Pasal 1

Nnta Kesepakatan Bersama ini heriaku sejak ditandaungani oleh kedua belah pihak dan berlaku dengan
tidak ditentukan laminva

Pasal 8
11) Sega la sesuatu yang belum dialttr dalam Nnta Kesepakatan Bersama nit akan diatur kemudian dalam 

perjanjian terstndin, yang merupakan begun yang tidak terpnahkan dan kesepakatan bet sama int
(2) Nuta Kesepakatan Bersama mi dbuat dalam rangkat 2 (dtea) hermatcrai dan me mpu nv m kekuatan 

hukum yang sama
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Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik Tahun 2021

KGMIS1 INFORMASI PROVINSI B A D  

KEPUTUSAN
KOM ISI INFORMASI PROVINSI BALI 

NOMOR 44 01 X nK I,B A LL202l

TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  

l'A D A  BADAN PUBI.IK ST- BALI TAHUN 2021

Mcnimbarg : a. buhwa untuk tncngetahLa implementasi I W ang-Uixkng Nomor 14 
Tahun 2008 tentang keterbukaan lnionnuu Publik oleh Badan 
Publik di Provnwi Bali Ivlah nselaksaTtakan Monitoring dan Evaluasi 
Keterbukaan Informasi pada Badan Publik sc Bali Tahun 2021,

b bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 
sebugurtnana dunaktud pada huruf a. tclaJt dilaksanakan dan 
bastlnya menjadi toiak ukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi 
pada Badan Publik sc-Bali Tahun 2021,

c bahwa berdasarkan perumtangan sehugaimarn dimaksud pada 
huiuf a dan buruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi 
Informasi Provinsi Bali Basil Mom luting dan Evaliuisi Keterbukaan 
Informasi Publik pada Badan Publik sc- Bali Tahun 2021

Mengingat t Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik i l embaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61. Tambahan lem luian Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846).

2  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Luyaiun Informasi Publik l Benia Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 272. Tambahan Bcrita Negaia Kepubbk Indonesia 
Nomor I ),

3 Peraturan Knmisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metnde 
dan Tcknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Ptiblik iBctila 
Negara Republik Indonesia Nomor 1309),

4 Keputusan Ketua Komisi Infonnasi Ptovimt Bali Nomor 
42'01 V Kl Bali2l)21 tentang Monitoring dan Evaluasi 
Keterbukaan Infonnasi Publik pada Badan Publik sc- Bali Tahun
2021,



5 Kcputuvnn Ketu* Komisi Informasi Provinsi Bail Nunwr 
4301/V 'K I B ali2fl2l leittang i nn MomUinng dan Tvaliusi 
Ketatadnn Infonwsi Publik prin Batten Publik se-Bali Tahun
2021.

Mcmpertutikin fscriia Acara Kepuiusan Kapu Kleno Kommoner Romisi Intormasi 
Provinsi Bail pads Han Jumat, *  Descmtat 2021

Mcretapkan

KESATU

KEDiM

KETIGA

M E M U T U S K A N

KEPITUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI 
TFNTANG HASH MONITORING DAN EVaLUASI
Kit 1ERBUKAAN INFOR M AL PUBLIK PADA BADAN PLIBLIK 
SE-BAU TAHUN 2021

Mcnetnpkan hasil Monitoring dan Evaluasi Retcrbukaan infom us 
Ha din Publik id-Bali Tahun 2021 vans dilaksanakan bcrdasarkon 
pnimp tciukui, uLvchur. akuiiuiLvI. paitivipaui. uaraporan, dan 
herkebniutan,

H u ll Momtonng dan Evaluasi Kctcibukaan Infwmasi Badan Publik 
idb&gdifttdna Jiklum ICESATU UrJiri Jan kategon Perangkat Dacrah 
di I mgkungan Pemcfimah Provinsi. Kattgori IVinerimah Dacrah 
kabifiaicn Kota, Kaieumi Peianukat Dacrah di I mgkungan Pemcrintah 
Kab Kola. Katcgon Imiansi V crtib l Tmgkat Provinsi. Kategon 
Instanm Vertikal Tingkar Kahnpatrn Kola Kitnpnn PriiyHnmjgam 
Ptmilu Pwniliban Kabupaioi Kola Kniegor Radan Usahn Milik 
Docroh. Kalcgon Pemcrintah Dcsi . dengan kuaJiliLau informant 
nwnujuuiiormalit, cukupmfomwtif, kurang informal if  tidak mfonnanr 
sehagarmima urwbut pada lam pi ran sural keputusan im.

Keputusan mi bcrlaku scink tanggaJ diictapUn dan apabila dikcmudian 
han Icrdaput kekeliruun dilarn keputusan mi dapot dilakukan peruhahan 
sebayaiinaiui inesunya

DiUlapkan Ji Bali

Pads unggal 8 Deumber 2021



5 Keputwan Ketun Komisi Informasi Provinsi Bail Nomor 
4J|'9 lrV X I.B « lil202l scnlarig rim  Monitoring dan Evaluasi 
Keteftnikaan Informasi Publik pads Badan Publik sc-Bali Tahun
2021,

Mcntpethankan Benia Acani Keputusan Kaput ncno Komisioner Komisi Informasi 
Provinsi Bali pada Han J uniat. 8 Descmbcr 2021

M E M U T U S K A N

Merclapkan

KESATU

KEDUA

KET1GA

: KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI 
TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI
K£ 1 fcKbUKAAN INFORMASI PUtM.IK PADA BADAN PUBLIK 
SE-BALI TAHUN 2021

Meneinpkan haul Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Inform ** 
Badan Publik ie-Buli Tahun 2021 sang dilaksanakan berdasarkan 
p«iiixj» iciukui, ubvchiif, akumnlvl. paiusipaui. uanspuran. dan 
berkebiqumn;

Hasil Monitonng duo Evaluasi Keterbukaan Infonnasi Badan Publik 
tebi'igiirtiami dillum KESAITJ lerjiri dun Kategon Perangkat Daerah 
di I mgkungan Pemerimah PriAinsi kategori PemednUh Daerah 
Kabofialen. Kola, Kaleyon lYianuknt Daerah di I ingkungan Pemmnlah 
KabXota. Kategori Instansi Vcrtikal Tmgkat Provinsi, Kntegon 
Inslann Vcrtikal Tingbtt Kahupalm Kntn Kategnn PenyHenggan 
Pemilu Pemilihan Kabupalcn Kota. Kaiegon Badan Usihn Milik 
Daerah, Kalcgon Pemerimah Desa , dengan kuaiifika* mformatii 
menuju informant. cukupiniurmotif, kurans informatif, tidak informatif 
sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan mi.

Keputusan ini berlaku scink Unggal ditctapkon don apubila dikemudun 
hart lerJapul kekeliruun dalam keputusan mi dapat dilakukan perubahan 
satferaiflUM mestutya

Oiitiapkan di Bali

Pads Unggal 8 Detember 2021
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8 " Dinai Panherdaya* Masyariin Dwa, Kejwiiludukim ilun 
Caiman Sipil Pro*»il Ball

90,43 INFORMATIF

9 DinvKfwhalmi Piim iw  Hall n . r MENUJU 
INFORM A1 IF

in Sxluin Prilia Pwnnnii Priyn Prov insi Bali >7.91 MENUJU
INTORMATir

MENUJU
inform atit

I I Dina:- kopcrisi. Um Im  Kts.il diu Mcnenuali 
Provinsi Bali

*5,05

12 Duus Panama Maiyarakat A dal PtinniM Hull >4.70 MENUJU
INFORMATlf

12 Dim s  Sonal. Pemtunlavaan Percmpuaa dan Ptrimdancai 
Aiwk Pinvinw Bali

*2,43 MENUJl'
INFORMATIF

14 [> *»  1'cntlnlikwi kc(Knmd»iin dan Olahra^a
Provimi Bali

74.75 Cukup Infomialif

IV. BADANI’SAHA MILIK DAKRMI kABI PATLN'kOIA

NO NAM A BAIMNNBUk NILAI MUIUKAM
1 Peramda Air Moiiitn TIRT A SAN/M  ANI 

Kabnindai G aily*
92.8* INFORMATIF

Perumda An Mmuiti I IKI  ANE'A AXADARMA 
kola DcilMMr

92,7> INFORMATIF

3 P-fi m nds Air M mun TIRT A AM0TTHA BUANA
kdhupalun 1 ahuian

91,77 IXFORM ATIF

[ 4  Penimda Air Miiiain IIR TA  TOHLANGklR 
kiibupalcn Kmmianctn

91,32 INFORMATIF

T Paumdn Air Mmum TIRT A MANtR TAMA 
kabupjlcn Haduni

82.47 MENUJl
INFORMATIF

6 Penundii As Miasm T1RTA AMERIHA JATl 
Kabiijmen icmhernia

8bJ8 MENUJU
INFORMATIF

7 PDAM katapMO Bangli 77.87 Culnap leitonnant

> Poamda A * Uianm TIRT A HIT A 
kabupaKc Htlelcu!

W.K2 (ukap Uiinimant

9 Pemnnii A« Miaum PANCA MAHOTTAMA 
kalupnicn kluajlunti .

61.33 C uiap Infcnainf

V. PFNVn.LMjGkRA PEMILt ,'PFMIUHAN TINGKAT KABI PAIUNi'kOT A

NO NAMA BADAN Pt Bi lk M l \ l k l W I H k V M
1 ] Hadiw Panawi* PaniUhaa Unaam kjFupaw Haduni; 

T T  koimil I'cimlilun lim an kntmpaieii Gianvm
92.57

91,7’
INFORMATII
INFORMATlf

1 1 1 ri.ui.m Pamavvm Pcmilihan Unwin kiaupiden Jeimhrana 91.64 LVFORMATIF

Q j
r 1

iM.UJi ''n iiiiM i ".••'il h;m 1 rum K R lH > il B—jlj 
komiD P«nilik» I 'm m  KadMBMB Hailing

91,58 

•■l 57
i n f o r m  u n  

INFORMATIF
6 kumio hmatUhNn L ittjiti Kcrfi CVf*'i»ft*i# <x i<h> rWORMATTF
7 Kv-.ui i tiiu.i s.i- V in’ 'll.in nil'M k la >cti| usii 90,78 LNFORM.VHI
8 Liuiiin Pcnpanaj i'wiulihan Itniim  knnufsrtrn lihnun 90,53 INFORMATIF
9 koeiisi Perailihan l  mum k&hut'XWn Isdnim* 90,20 INFORMATIF

10 knmba PomUhnn linum  katupalcn Haogli *7,54 MENUJl'
INFORMATIF

I T B ad* I'cn^anai i'cmJilun l  m u n i kntni|viiai Gunyar 86,9T MENUJU
LNFQKMAUEL



17 kumut Pcimliltai 1 muni kabupaten kranpasem 86.35 MENUJU
INFORMATIF

13 Hmlan Fcumis han liin  Linum Mupfiun kluoskuni *6.30 MENUJU
INFtWMVriF

14 fladan f'c«a»as Percilihn l Imum kahufimen fit Je l» | 85.50 MENUJU 
INFORM M1F

15 Badan Pcnysws K n ilitun  Lmram 84,07 
KaKpAlcn kai«.r«<ni

MENUJU
INFORMATIF

16 kumui t’umilihait I'mun kabupaten Klunitkunp 80.25 MENUJU
INFORMATir

1?
J*

Komui Pemilihan 1 mum k:i!m|»u.'ii Jcrnhrm 
komiii Pemilihan l  mum kabupalcn Buldcini

75.00
62.13

Orfcup Infonrjof 
Cukup Infonruuf

VI. INSTANSI \ »KI Ik U  FINCkAI KVBI P5 IEVKOTA

NO NAMA BADAN PI Bi lk NII.AI HI AI IHkANI KFTTRANGAN
1 Ooiiui Pusai Sttiitik  

kubuinivn Bailume
93 JO INFORMATIF

2 kanmlenan A **ia  kola Denixisai 92,13 INFORMATIF
3 kadi* I'crtm ibji kuta Dcnoatar 91.71 INFORMATIF
4 Badan Uus.it Satittik 

kabupaten Gunvn
91,67 INFORMATIF

j Badan Pusat Sotttok Kata Denpasar 9u P INFORMATIF
6 Badan hi sal Seabttik 

kabupalcn Jcoabtau
90.50 INFORMATIF

* .
7 Badnn hunt SutifOk 

kabupuien Buldcnu
85,44 MENUJU

INFORMATIF
8 KjMnrPnuuban 

kabupaten Jetnbrau
* 1.«0 MENUJU

INFORMATIF
9 Batlan Pujnt Stainbk 

kabupalcn Tabanan
80,47 MENUJU

INFORMATIF
10 KjMih Pwtanaliun 

kabupaicn kannintm
80,27 MENUJU

INFORMATIF
II Badan Puwi NtainPk 

kabupaten klunskiuig
*0.00 MENUJU

INFORMATIF
12 Bulan hum Simunk 

kabupaten QatjU
78,70 Cukup Informal) F

13 kantm Pectuuhan kalaipmea T abanjn 77.80 Cukup InfomMDf
14 kart nr Peetanahan kilwptcn Bukins 1? t utuip InfomuUif
15 Badan Puiat SlatuUk 

kabupalm kurjnjSMri
75,67 Cukup InlVirmanf

16 Kantar Peetanahan 
Kabupmcn klumskm*

7IJ2 Cukup IntVirnwnl

17 Kanun Perlanahan 
kabqimen Grnnyar

67,60 Cukup Informant

.8 kantar kanemenan Apama 
kabupaten Tahimae

64.92 CUkup latuiniuur

19 kantor kemcnlcnan Apiana 
kiilh4 >8kc Baevas

56,17 kura*| Inionumif

20 kantor kemrnienan Auama 
Kabutuae* Jcinbiana

44.27 kuracs Inlnnrulil

21 Kantor Kcnicnivnan Alains 
kal î iacii Bolckau

0.00 Tidak lnibmuaf Regirtmu, TnJak 
Mvnjuwah SAQ
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22 kmtur Persawlun KjKipalen iking li a,00 1 idak Inkntnalil Rcpslrasi. Think 
\I« |« kj*i SAO

2J K # w  KniKiiKrsui Afam 
kibupnlcn Bwgli

Iid »  Uapm 
Dtnilai

Uiiinvlmj:, 
TiAik Renwiasi

14 kawor kcmcmennn Agmii 
Kiimpolen Bnlelenu

Iidsl* Daps) 
Dwitii

Diiindmc. 
TiAik RfciiHi.1

25 kansar kctnciitennn Agamn 
K jtijw ini k;njn:KHn

TtiJ* Dapst 
l)lflll!ll

Diundmg.
I lM  RdJlflTK

26 Kaitlcr Kanenteriffll \pim i 
Kal»paieti Klamkinit

1 id i Dap* 
Diailni

Diuodwfi. 
Think KifclUliiy

V kaiikii kcmenlcnan Agami 
katapaiex lunnvai

Tliiik Dspa* 
Drailai

(Vumiaip. 
Tidak Regimas

m  OPD DI UNGKKNGAN P I M l K IM  A ll KAMI PATEN/KOTA

NO NAMA BADAN PI Bi lk N II.A I k l A L IIIK A S I KETEKANGAN
I Dm** Pekerjam Umum dm Pcnnman 

Ruvt|; kilhupilcn lladunj
03,51 INFORMATIF

2 DuUb S.jiial Koto Dtnpusa 93,35 INFORM.S 11
3 Dntss Penan aman Vtmlal dm Pelayanan 

TapaJu Stcu P im m  kriuiiKilcn Gianva
93,33 INFORMATlf

4 1 todon 1‘Gilta M kill KkUaUÎ OJ dun
Pm lquun IJwn'i kabufNMl BuVAiij:

•>3,25 INFORM ATIP

5 Dinai Tonga kerja k»hiip*nai ( am* in 93,24 INFORMATIF
6 Dinai Pcniidikan Pcimidi d m  O l a l i r c *  

k K N n w Ieti D u lc le n p

9194 INFORMATIF

7 Dinas Pemlidikan kahnpaai 1 nanvnr 92.K5 INFORMATIF
e D in a *  f’cuaaaiMtiii M ih IhI ijan r d a v a n n i

Tapadu S ja 1'imu kola DaiDiW
n .08 INTORMATir

9 Dina* kcschatan kah^uKn l.im uu 92,67 INFORMATIF
10 Badan Peqcdnlaan keuanpaii dm A set 

IXscrah ksfapalen Ganyu
9232 INFORMATIF

It Dinas PMr* isala kua Dwifss.si 92,27 ^  INFORMATIF
12 INnas Pwtdidik an kepenmdani dm 

OUiiaua Kota Dctrcm

92.00 INFORMATIF

17 Badan Pmduraioi P ain * l 
Pasedaam Ajiunx Kfbupslan Baduni:

“ fliP I D iTO IIM A nr

14 Dum Tenagi kero kahuptam Baldwin 91,111 INFORMATIF
15 Diaa* Pflunairim Mcdii dan Pdisanan 

TupuJu jalu Fiutu kuliu^vitui BukekuM
91.71 INFORMATIF

16 Dims Fraasi kerja dm Senifikasi 
kuoipclcim kuia Denpasax

91,6* INFORMATIF

Badan Reuagm Dnerak 
KtfcUNMn Tjlxmaii

91.4* INFORMATIF

iii Dinas Pckci jam l im*n din Penaiaa 
Rsuujj Kuliuinucn Oiaiyai

91,35 INFORMATIF

19 Dinas Penananuui Modal dsn Pelayanan 
Tnpadn Satu Pint? kaaupmen Hmgli

91.12 INFORMATIF

20 Dinas Pemhetdajaan Mass a  a id  dun 
Pram kola Denposar

91,01 INFORMATIF

21 Dinas kewhatan kiHsnatea klunskuaa 9 0 ,9 9 LNFURMATIF
22 Dinas Panwisaia kahurutea Hulelenu 9 0  9 3 INFORMATIF



Remove Watermark Wbrataesnare
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a Oam  l*em (xt day tun Masvanmn dan 
Don kebupasem Balelenj/

w jm JNEUKMA 111

24 Dmiu So« j4 kUbupolcn karann.urm 90,83 INFORMATIF
25 Dinas Pekcrjaaii llaiuin dun Tala Rule* 

kibepmcm Isnlclene
90.77 INFORMATIF

26 Dinas Pexuruman Model, Petaymun 
Tcrpadn S.uu Pnhi, d a  Tenaja Kerjn 
kjlupau-ii Jcnftrana

90.6(1 INFORMATIF

27 Dmiw P«nftdu*riMi dun Pvrda'Eanpan 
kabupak* Dangli

90,37 INFORMATIF

28 Dinas Pounanun Modal d a  Pelevina 
TcrpaJu Salu Pmtu kabvpmet I ahanari

90.30 INFORMATIF

29 Dmm Peodidiknn, kepenmdeui d a  
O U irj|ta  kabupawi Dadua*

90,22 INFORMATIF

JO D ew  Soval kabnpalen TUdnne 89.87 MENUJU
INIORMATir

31 Sutuaii Pol in Pan».»ie Pn*a 
kabufiasee Uadunc

89.29 MENUJU
INFORMATIF

32 Ona« Peinherdsyun Masyarakat Dsn 
Devi kabupolen G iavar

88.9U MENUJU
INFORMATIF

33 Badan IVncapii.ui DacraJi 
Kou Denpciar

88.77 MENUJU
INFORMATIF

34 Dtrun Sosial kabmpalen Ginnyat 88.25 M FNIIJU
INFORMATIF

35 1 Jnwo kesetatao kabupalon Jetnbrae 88.13 MENUJU
INFORMATIF

36 Duus Pcinherdis aan Massarakal dan 
Uesa katwpaicn lindang

*7.93 MENUJU
INFORMATIF

37 Dinas kesehaun kola Den pawn *74hx MENUJU
INFORMATIF

38 Sate a  PoIbi Ptmcnj Prajn 
lv«t>vp«ta M iw iu H 'iii

87.70 MENUJU
INFORMATIF

39 Botefl BoKaiia l.tacrali
k«bupai4in CrxM' s «i

*7,67 MENUJU
inform atif

40 Dims Pcndtdikaa kcpenuidaini. dun 
Olahrua kshupaien Jemhuca

87.48 MENUJU
INFORMATIF

41 Dims kevliuun kal upMen Hulclcny 87.44 MENUJU
in f o r m a t if

42

4!

44

Dinas Pckenvin h mum dan Penman 
Ruang Kma Den m m

87,43 MENUJU
INFORMATIF

S .iiiijn I'vdisi I'm tone Piai» 
kabupaten Jembraa

86.90 MENUJU
INFORMATIF

Dinat Peniherdava* MasvaiRk* dan 
Desa k.ihupam, Baiuli

85.92 MENUJU
INFORMATIF -------J

45 Dinas Pcnenenuw Modal dan Pdayanan 
Tarpudu Sal* Pmtu katapMai Badanc

84.87 MENUJU
INFORMATIF

46 Dinas Kopcrasi Isahi  Milan keal dan 
Menem gnh keei DenpiMi

85,37 MENUJU
INFORMATIF

47 I Alias So sal kabupuien Bulelcnu 85.33 MENUJU
INFORMATIF

48 Badan Pcwnggnlwga Bom. ana Ducndi 
kata Denposar

85.13 MENUJU
INFORMATIF

49 Dinas kopenui. 1 saha Mikro kecd dan
Mcwatah Kiibucuicn Km nuucin

85,12 MENUJU
INFORMATIF

/



50 Sal tun l*o Its Pinion* Prnja 
kata Denptitiu

84.91 MENUJU
INFORMATIF

Jl Dittos K . IJtaha K cv 11 Menetiu«k 
Penndastnan dm Pcedoganjinn 
KlKpalvrn Jcmbrana

H4A6 klEMUJU
INFORMATIF

52 Dinas Stnu) kbbupalen Jetnbrna 84.60 MENUJU
INFORMATIF

53 Dinas PemlMfdaN'ajn Musvarikat dan 
Desa kabu paces Tahaaan

8435 MENUJU
INFORMATIF

54 Bnd» PeuagjuUngat Rcnorta Dacu6 
kabstpaitr Jemarana

84.42 MENUJU
INFORMATIF

55 Dm as Perindustnan dnn 1 etiao-t kerja 
v a l ’tJiiHliT Batata

84,42 MENUJU
INFORMATIF

56 Dmas Peenberdayain Mass aiak.ii daa 
Desa Kflbupstm Jembrana

84.08 MENUJU
INFORMATIF

57 Hajari KnjtcJola Ktruanjuan dan Aset 
Oocrah kntapoicii Jemhrnnn

84.00 MENUJU
INFORMATIF

58 Deuts Pekenam l mum. Pcnalaan 
Rtian*. IVrsnulian din kawasnn 
Pcmmkamui kabupacn Tab an in

*3.93 MENUJU
INFORMATIF

59 Dirus Parts* issta Kdbupalcn Gunyat 83,65 MENUJU
INFORMATIF

60 D i m s  K e s e ta U n  K H liupaien Had an p 83.01 MENUJL
in f o r m ,v n r

61 Dinas Pendidikan Pcmuda dan Dlalinga 
Kifhupaten b irs li

*2 .9* MENUJU
INFORMATIF

62 Dinas Social Kahupaaen iSoiiph 82.94 MENUJU 
INFORM M i

63 S a m  PoIk i Pamxig Prnjn 
k«lni|Mieti lltn n a ii

*2,84 MENUJU
INFORMATIF

64 Santas Polisi PtnuMg I Vain 
kabuputen Ciunyv

82.60 MENUJU
INFORMATIF

65 Dinas kopaasa don 1 'fahf kc. il 
Mcneoeah Rabupalct Ginnvai

87.25 MENUJU
INFORMATIF

66 Dinas I'endidikan kabupateo kluiukuna 82,13 M ENUJll
INFORMATIF

67 Badan Penpclda kcu.niton dan Aset 
Daetab KJbupalcn kjratK iuin i

81 88 MENUJU 
_ INFORMATIF

68 Dinas krpes a>i I f  salsa M ikm  k ev.il 
Mcnencnh Ten.tun keo» dan 
Transmitpas; kabupalcn Banal:

8139 MENUJU
IN F O R M A T IF

69 Dsnas kcperasi. I saha kecil Mcnengah 
dan Pcidaaanjian vabupaieti lladun*

80,67 MENUJU
INFORMATIF

70 Dmas Kopciui. 1 u fc i kccil Mcnai^ah 
dan Pctdajninaan KabupaUn klunakuna

80,37 MENUJU
INFORMATIF

71

-

FNn»> Petdapait|ian. Pvnmlustnan das 
kopetnsi 1 taha keu l Mencnualt 
Knbupakn BuJidcac

80.15 MENUJU
INFORMATIF

72 Dusas kescnaar kabupalen 
karaixNscni

T8,5S C'ukup InloritiiMi)

73 Hadm IVtiaitaxulanpjn Bateau Onerah
*•«•» Uwgil

77,52 I ’ukup lafam unf

74 t linan Tes««a Ketja KabutMca Tabari* FJjL Cakup litlomiacif
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75 Dinas Susiul, Pemlwdnyiwi Bacwpwn. 
dun Purltmlunpiai Anak kabupaten 
Klungkuif

76.79 Cukup Infcm otif

76 Dinas PciidiOik.ni kabutntaiTibanan 76.44 Cukup Informant'
**7 Saluait I’oliw Pamonj Praia 

kthuputcn Bulclcnii
75.59 Cukup Informant

7* 1 turns kupaavi dm l  sili.i kcol 
Mcncneah kabŝ uuefi Tahirw

74.82 Cukup Infnntttof

79 Saw an I'olis hunnnjj Praja don 
Pctnadam kabupuien Kinnukunp

74.43 Cukup Infvraotif

80 Dinas Sosal Pemberdtyaan Pcrcinpumi 
<lm Perlindwigw Anak kabupuien 
Tahuun

74.35 Cukup Intnrnnlil

81 Ono> Pins* im iIu dan kcbudtn, nut 
kahjpirten Jcmbrona

74,28 Cukup Informntif

82 Dinas Pekerjaan l mum Pen ,iman 
R limit. Pciumalian din kawasan 
Peranikimon kabupaten Jeaibrona

73.12 Cukup In let wall 1

83 Dura PinwKatn knbuituen Tabaftin 72,92 Cukup Intormmif
84 Dura PjiiwisMn dan kclHidjryaan 

kahupaaen Bangli
72.87 Cukup lafcinnotil

8 $ dndm l\.nuii|i/iilan|t.in H n .un j Dumb 
kabupuen T^iaun

72.43 Cukup Informant

86 Diaas Pcnananuo Mmal Pelay.umn 
Tcrpadu SaW Pitttu kabupaten 
kiir.ingaaetn

70,62 Cukup laframatif

87 Dinas Panwi'tju kabuptttcn BaJunt 70.17 Cakup lnfctm xif
88 Dinas Partwuuu kahipaten klanpkanc lO Cukup Infmsurif
8V Liatuii I'cimnupOsiean Ucaeanu Unci ah 

kabupaten Hadiing
69.38 Cukup In liem jfil

90 Duuv Pemba duyann Mas;.natal dan 
Desa kabupaten knratgweni

69.26 Cukup Informant

91 Dinas ketenagakef|iua kat'ii|viien
k.TdlljM.vCn

67.95 Cukup hi futmtltf

n Duias kesehatan kabcuuaot oliarmn 66.60 Cukup In In n vitif
91 Badan Pctunggulirgaa Bcncana Daerah

KdLxi|iulcn klunglumf;
66.52 Cukup faiitinnilsf

94 Badan Parun^pua^lnncan fkneanu 
Dierah kibupulcn BuhHt-uu

6628 Cukup Infcniiwnl

95 Dinai P crad iM nan dan Tynans K flja  

kabupaten k lu n a ku a i
63.97 Cukup in km am t

96

~ W

Badan P tM V £ tilw its iit Bcncani Danati 
k jb u p a tn  korangascra 
Dinas Prodiifekan. kepcmucbMii, dm 
fV thraga Kabupaten k s m w a x in

59.40

47,47

k u rs ip  Informant 

kiihrw  Inliinwihf

98 Bad as keuunpan, Pcodopotan. don .Auer 
Daerah kabupuien Hu y It

49,75 ku itn t Infttimuli!

** Dura Pekefjium Um um , Penaiaan 
Kuane, Peruinatmn din  kawasm 
Pettnukrman kahupaacn klunptuna

46.60 k  lira’s; Informant

100 Dora kesefcaian kabupaten Banuli 46,13 km.mu Informulil
101 Diets Panviuata kabupaten 

kawiiKasctti
42,40 kurang Informant



Remove Watermark Wonder* here 
POfelement

102 D m * Pekerjmr. 1 nv-m. Penality* 
Rung. Peniniahan dan Kawasai 
Penmikman kabupsden Banpli

0,00 Tidak Infonrunf
RevintraiL Tidik 
Mcnjawab SAQ

103 Hndon Pengttlclaan ketoagaa dan
I’nnUjoun Ite n ii Ktitiupaicn
Klunckuivi

0.00 Itdns InJormatif Regimen. Tidak 
Viajnwah SAQ

104 Santa Holm P*mong Prajn dan 
Pemadmi Kehakaran Kabupaisi Rj m Ii

0 .0(1 Tsdak tnfarmaiil Regtslnui. Tidak 
Uveiawab SAQ

10? Dinas Pcniberdayaan Masyanikat Desa. 
I’cntKtvdaliar PrnJucok.. dan Keluarga
rtamMiut knhufWM kllift&kunii

0.00 Tidek Infortnnnf Reg man. Tidak 
M«ejewdb SAQ

106 Dinas Penananiun Modal din Pelayanan 
Terpada Sam Pmta kahnpirten 
klun^kung,

0.00 T id »  [nformauf Regkstraii, Tidak 
Menjawab SAQ

107 Dinas Pckiroan t'muci dan Pea man 
Kuailit Kobe (mien karanxenari

0,00 Tidak IntaniMiif Regivtitsi, Tidak 
M cnjnaliSA Q

v m  p e m e r i n t a h  d e s a

SO
1

W M V  RADAS PI HI Ik
Desa Dud* 1 iianr

M l \ l
02JO7

M  \ l  II Ik  AM
INFORVIATIF

kFTFRASGAN

2 DesaTeij.il Hanun 02,64 INFORMATIF
3 Devi kntiili

K *e kuu Selalan. kab Uadnag
02.6? INFORMATIF

* r**a  skuli 9t.vi l.vnm viA  1 lh
5 Desi kukuh

kc» keuinbitan. Ran Tabonan
01,30 INFORM ATTF

6 Deva Pcimtan 01,10 INFORMATIF
7 Deia Dongotukidiya

__
*6.30

s'
MENUJU

INFORMATIF
« Dvsa Bhinbuigian

\ N
*5.83 MENUJU

INFORMATIF
9 Dcu tvuun Kata *5.60 MENUJU

IM O R M ATIF
10 Deia Honskaia *5.22 .MENUJU

INFORMATIF
I I Dcia Mcngwi *4.66 MENURf

INFORMATIF
12 DISH Tukadayu *3.70 MENUJl

INFORMATIF
12 D«*S»m ertt kclod *1.51 MENUJU

INFORMATIF
14 r>eu Tewhuiu

f. --------
*1,05 MENUJU

INFORMATIF
1? DmSubuk «0 » MENUJU

INFORMATIF
16 l>csi Bcngkd 

kecKedmknb labenan
8004 MENUJU

INFORMATIF
17 Desi Uiuh Pun kauli 7 77 7 Cakap infotramr
I* Devi Pcnglvmttiian 76.7(1 Cui. jp Inkim uiil
11 D caO dgd 7643 C ukip infciniunf
20 lkfsi Bclwuon 74,72

' 21 Iteu  Pcnipatan 72̂ 5? Cukep In lm r.irl
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1$ W1RAJAYA

22 Desa Deled IVt.ee 69,55 Cukup laf.iouiiiif
1} Dwa Separj 67,51 Cukup iBlnrmanf
24 Dc«aSimml 48.40 kurine Infnnaanl"

s Dew Piiurhali 
Desa Bebuulem

47,5?
0.00

Kut»« InfbniMaf
Tidak Infcemtfif RcuiUjii IxliK 

Mcnuwib &AO
>7 Desa LeMi 0 i.it 1 idak iBtitmmi/ Keestrui, tidak 

Mcniiwtii SAQ


